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Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum mensyaratkan adanya ganti kerugian
yang layak kepada pemegang hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
Ganti kerugian tersebut merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah. Kepentingan masyarakat dan
kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, sehingga akhirnya tercapai
tujuan pokok, kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya,
Namun seringkali proses ganti kerugian tersebut menimbulkan perselisihan dan
pertentangan antara masyarakat yang tanahnya dibebaskan oleh Pemerintah,
sehingga menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Di satu sisi rencana
Pemerintah untuk membangun fasilitas umum menjadi terhambat, di sisi lain
masyarakat menderita karena timbulnya ketidakpastian atas tanah mereka yang
terkena pembebasan. Dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan
umum oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Sebagi penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diatur
dalam Pasal 2 UUPA, yang menegaskan bahwa Hak Menguasai bukan berarti
memiliki. Dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah pengadaan tanah, dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak
yang kehilangan tanahnya. Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan
tersebut, masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran pelaksanaan
pembangunan sesuai rencana. Karena itu, dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, menjadi solusi atas pelaksanaan pengadaan tanah pada saat



ini yang mastih lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan
pengadaan tanah masih menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin

kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah
sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-
pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek
hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum
dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum
sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat
problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan
tanah pada pengadilan negeri. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni
preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/
seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah
hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan
dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui

analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses
pengadaan tanah. Pembahasan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian
sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut akibat tidak
adanya titik temu yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Pemilik tanah
yang tidak sepakat dengan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dapat
mengajukan keberatannya kepada pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat
(1) UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan “dalam hal tidak terjadi
kesepakatan mengenai bentuk dan/besarnya ganti kerugian pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat dalam waktu
paling lana 14 (empat belas hari) kerja setelah musyawarah penetapan ganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan keberatan terhadap
bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah setelah di tanda tangani berita
acara hasil musyawarah dapat dilakukan ke pengadilan negeri dan untuk
mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh pihak yang berkeberatan jika
tidak menerima putusan pengadilan negeri. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan
mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam
hukum, penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum
sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat
problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam pengadaan
tanah pada pengadilan negeri. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni
preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/
seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah
hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan
dan kepenelitian kepustakaan.

Masalah ganti kerugian dalam pengadaan tanah menjadi titik fokus yang paling
rumit dan berkepanjangan, karena seringkali para pihak yang terlibat tidak
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi. Pada kondisi ini,
undang-undang memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengajukan
keberatan ke pengadilan negeri jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu 14 hari
kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Hal ini menunjukkan
kompleksitas dalam mencapai titik temu dalam proses ganti rugi, yang memerlukan
keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa terkait. Penelitian ini
bertujuan bagaimana akibat hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan
korban dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Kata kunci (keyword): Pengadaan tanah, putusan pengadilan, ganti kerugian.
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Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
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Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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